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ABSTRACT

This study aims to examine the effect of local financial management accountability and local financial
accounting systems on the quality of local government financial reports at the Regional Financial and
Asset Management Agency (BKAD) of Bandar Lampung City. This study uses a descriptive quantitative
approach with statistical analysis. The sample consisted of 54 respondents who were employees in the
fields of accounting, regional assets, and regional cash, selected through purposive sampling. Data were
collected using questionnaires and analyzed using SPSS version 25 through validity tests, reliability tests,
classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation), and
hypothesis testing with multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination. The
results showed that accountability in regional financial management and regional financial accounting
systems had a positive and significant effect on the quality of local government financial reports, both
partially and simultaneously. This means that improving accountability in regional financial management
and implementing a good accounting system will have a direct impact on improving the quality of local
government financial reports.

Keywords: Accountability, SAK, Quality of Financial Statements

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem
akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung. Metode penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis statistik. Sampel berjumlah 54 responden
yang merupakan pegawai bidang akuntansi, aset daerah, dan kas daerah, dipilih melalui teknik purposive
sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25 melalui uji
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
autokorelasi), serta pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien
determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem
akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Artinya, peningkatan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah serta penerapan sistem akuntansi yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas, SAK, Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas menjadi landasan utama

PENDAHULUAN dalam pengelolaan keuangan publik,

Era otonomi daerah  dan menuntut setiap pihak yang terlibat
desentralisasi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan
menempatkan pengelolaan  keuangan penggunaan sumber daya keuangan
daerah sebagai elemen kunci dalam kepada masyarakat. Oleh karena itu,
mendukung keberhasilan pembangunan akuntabilitas  diperlukan dalam
serta penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan  keuangan publik dan
yang efektif di tingkat lokal. transparansi diperlukan untuk
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memastikan bahwa pengelolaan
keuangan dapat dipercaya (Nugraeni,
2023).

Prinsip good governance
mendorong tata kelola pemerintahan
yang transparan, partisipatif, dan
akuntabel. Dalam kerangka
desentralisasi fiskal, pemerintah daerah
dituntut untuk memiliki kemandirian
dalam menyusun, melaksanakan, dan
mempertanggungjawabkan  anggaran
secara profesional. Dengan adanya
pemberlakuan otonomi daerah oleh
pemerintah pusat, maka pemerintah
daerah mempunyai tanggung jawab
yang lebih besar dalam pendayagunaan
potensi daerah masing-masing untuk
memajukan daerah tersebut (Bambang,
2021). Sistem akuntansi keuangan
daerah berperan penting dalam proses
tersebut, karena menjadi  sarana
pencatatan transaksi keuangan secara
konsisten, sistematis, serta sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan
yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) merupakan media
pemerintah daerah untuk
mempertanggungjawabkan Kinerja

keuangannya kepada publik. Laporan
keuangan pemerintah daerah setiap
tahunnya diperiksa dan mendapat
penilaian berupa opini dari Badan
Pengawas Keuangan (BPK).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15
Tahun 2004 terdapat 4 jenis Opini yang
diberikan oleh BPK Rl  atas
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah:  Opini  Wajar  Tanpa
Pengecualian (WTP), Opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP), Opini
Tidak Wajar, Tidak Memberikan
Pendapat (TMP). Keempat jenis opini
yang dapat diberikan oleh BPK tersebut
dasar utamanya adalah kewajaran
penyajian pos pos Laporan Keuangan
sesuai Penyusunan laporan keuangan
merupakan suatu kewajiban  bagi
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seluruh perusahaan maupun instansi
pemerintah yang harus dilakukan untuk
mempertanggung jawabkan aktivitas
keuangannya kepada pengguna laporan
keuangan tersebut.

Dalam kurun waktu lima tahun

terakhir, opini  laporan keuangan
pemerintah daerah secara keseluruhan
mengalami perbaikan. Kenaikan

tersebut terjadi karena pemda telah
melakukan perbaikan atas permasalahan
yang terjadi pada  tahun-tahun
sebelumnya, sehingga akun dalam
laporan keuangan telah disajikan dan
diungkapkan sesuai dengan SAP.
Meskipun perbaikan telah dilakukan,
namun masih terdapat 53 LKPD yang
belum memperoleh opini WTP. Hal
tersebut disebabkan karena terdapat
permasalahan ~ yang  memengaruhi
kewajaran penyajian laporan keuangan.
Permasalahan tersebut terjadi pada
belanja operasi pada 33 pemda, belanja
modal pada 29 pemda, aset lancar pada
22 pemda, dan aset tetap pada 14
pemda. Hasil pemeriksaan BPK atas
LKPD tahun 2024 mengungkapkan
13.271 permasalahan yakni terdiri dari
5.426 permasalahan Sistem
Pengendalian Intern  (SPI), 7.845
permasalahan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-
undangan tercatat mencapai sekitar Rp
3.49 triliun. Permasalahan SPI terdiri
atas kelemahan sistem pengendalian
akuntansi  dan pelaporan,kelemahan
pelaksanaan pendapatan dan belanja,
serta kelemahan pada struktur
pengendalian intern (BPK RI, 2024).
Selama periode 2020 - 2022,

Pemerintah Kota Bandar Lampung
menerima  opini  Wajar  Dengan
Pengecualian (WDP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK, 2024).
Penilaian tersebut diberikan karena
dalam laporan keuangan pemerintah
daerah ditemukan sejumlah akun yang
belum sepenuhnya mengikuti kaidah
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penyajian sesuai dengan  Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada
tahun 2020 ketidakpatuhan terhadap
SAP tampak pada akun aset lancar,
kewajiban  jangka pendek, serta
penerimaan  pembiayaan.  Masalah
serupa berlanjut di tahun 2021 yang
mencakup penyajian yang tidak tepat
pada aset lancar, aset tetap, dan
kewajiban jangka pendek. Di tahun
2022 ketidaksesuaian masih ditemukan,
kali ini pada akun aset lancar,
kewajiban jangka pendek, dan biaya
operasi. Permasalahan dalam penyajian
laporan keuangan ini mencerminkan
lemahnya kepatuhan terhadap standar
akuntansi, yang pada akhirnya dapat
berdampak pada rendahnya kualitas
laporan keuangan serta menurunkan
kepercayaan pemangku kepentingan
terhadap transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ~ mengenai  topik
akuntabilitas pengelolaan  keuangan
daerah juga telah dilakukan oleh
(Bambang, 2021), hasil penelitian
menunjukkan  bahwa  akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah
berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Penelitian mengenai
sistem akuntansi keuangan daerah juga
dilakukan oleh (Nadia, 2022), hasil uji
parsial maupun simultan menunjukkan
bahwa penerapan sistem akuntansi
keuangan daerah berpengaruh positif
terhadap kualitas laporan keuangan
daerah. Pemerintan  daerah selaku
pengelola dana publik harus mampu
menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan secara akurat, tepat waktu
dan dapat dipercaya sehingga dituntut
untuk memiliki sistem akuntansi yang
andal. Kualitas laporan keuangan
mengacu pada keakuratan dan kejujuran
dalam penyajian informasi keuangan
(Aprilia, 2023). Kualitas laporan
keuangan ini membantu para pemangku
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kepentingan ~ membuat ~ keputusan
keuangan yang baik (Sudiartana, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA
Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah
pertanggungjawaban  pejabat  publik
terhadap masyarakat yang memberinya
kewenangan untuk mengurusi
kepentingan mereka. Para pengambil
keputusan di pemerintah, sektor swasta,
dan organisasi-organisasi masyarakat
bertanggung jawab, baik kepada
masyarakat maupun kepada lembaga-
lembaga yang berkepentingan (Basir,
2020).

Indikator Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas sektor
publik dibagi menjadi 4 poin (Bambang,
2021), antara lain:

1. Akuntabilitas kejujuran dan
akuntabilitas  hukum,  Kejujuran
terkait akuntabilitas dalam

penghindaran penyalahgunaan
jabatan (abuse of power), korupsi
dan kolusi, sedangkan akuntabilitas
hukum terkait dengan jaminan
adanya kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan lain yang disyaratkan
dalam penggunaan sumber dana
publik.

2. Akuntabilitas proses, terkait dengan
apakah prosedur yang digunakan
dalam melaksanakan tugas sudah
cukup baik dalam hal kecukupan
sistem informasi akuntansi, sistem
informasi manajemen, dan prosedur
administrasi. Akuntabilitas proses
termanifestasikan melalui pemberian
pelayanan  publik yang cepat,
responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas  program,  terkait
dengan pertimbangan apakah tujuan
yang ditetapkan dapat dicapai atau
tidak, dan apakah telah
mempertimbangkan alternatif
program yang memberikan hasil
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yang optimal dengan biaya yang
minimal.

4. Akuntabilitas  kebijakan, terkait
dengan pertanggungjawaban
pemerintah, baik pusat maupun
daerah, atas kebijakan-kebijakan

yang diambil pemerintah terhadap
DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem  akuntansi  keuangan
daerah merupakan serangkaian sistem
dari mulai proses pengumpulan data,

pencatatan, pengikthisaran, sampai
dengan pelaporan keuangan dalam
rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
sehingga menjadi informasi keuangan
yang bermanfaat bagi pihak luar,
maupun internal pemerintah daerah
untuk pengambilan keputusan ekonomi
(Nindyaningsih, 2022).

Indikator Sistem Akuntansi

Keuangan
Indikator sistem akuntansi
keuangan daerah ada 3 poin (Pujanira,
2017) yaitu :
1. Kesesuaian dengan Standar
Akuntansi  Pemerintahan.  Sistem
akuntansi keuangan daerah harus

mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan yang berlaku saat ini
yaitu berbasis akrual. Basis akrual
yaitu mengakui transaksi keuangan
pada saat terjadinya, yaitu ketika
sudah menjadi hak atau
kewajibannya  meskipun  belum
diterima atau dikeluarkan kasnya.

2. Prosedur  Pencatatan  Akuntansi
berdasarkan Standar Pencatatan yang
berlaku Umum. Transaksi-transaksi
yang terjadi dalam dilakukan
berdasarkan standar pencatatan yang
berlaku umum. Setiap transaksi
keuangan yang terjadi dilakukan
analisis transaksi. Transaksi yang
terjadi juga harus disertai bukti

294

transaksi. Pencatatan transaksi juga
harus dilakukan secara kronologis.

3. Pembuatan  Laporan  Keuangan
secara Periodik. Laporan keuangan
daerah disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai
posisi keuangan. Laporan keuangan

dibuat sebagai bentuk
pertanggungjawaban pemerintah
daerah. Laporan Kkeuangan yang

dibuat juga harus dilaporkan secara
periodik guna kepentingan
pengambilan keputusan.

Kualitas Laporan Keuangan
Kualitas  laporan  keuangan
merupakan kriteria persyaratan laporan

akuntansi keuangan yang dianggap
dapat memenuhi  keinginan  para
pemakai atau pembaca laporan

keuangan (Gustina, 2021). Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
2010 tentang Standar  Akuntansi
Pemerintahan, kualitas laporan
keuangan daerah merupakan ukuran
normatif yang harus diwujudkan dalam
laporan informasi akuntansi agar dapat
memenuhi tujuannya. Laporan
keuangan yang disusun oleh pemerintah
daerah akan digunakan oleh berbagai
pihak yang berkepentingan sebagai
dasar pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, informasi yang terkandung
dalam laporan keuangan pemerintah
daerah harus berkualitas, bermanfaat,
dan sesuai dengan kebutuhan para
pengguna (Wulan D. Kindangen, 2022).

Indikator Kualitas Laporan
Keuangan

Kualitas laporan keuangan dapat
dikatakan berkualitas jika memenuhi
karakteristik atau indikator kualitatif
laporan keuangan yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang SAP (Wulan D.
Kindangen, 2022), yaitu:
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1. Relevan, laporan keuangan dapat
dikatakan relevan jika informasi
yang termuat di dalamnya dapat
mempengaruhi keputusan pengguna
dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiva masa lalu
atau masa kini dan memprediksi
masa depan, serta mengoreksi hasil
evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal, vyaitu informasi dalam
laporan  keuangan bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan
kesalahan  material, menyajikan
setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi
yang termuat dalam laporan
keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan entita pelaporan
lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami, yaitu informasi
yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam
bentuk serta istilah yang
disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna.

METODE PENELITIAN
1. Kerangka Berpikir

Secara teoritis perlu dijelaskan
hubungan antar variabel independen dan
dependen. Maka pada setiap
penyusunan paradigma penelitian harus
didasarkan kerangka berpikir (Rohita,
2021).

Sumber: Data Diolah, 2025

2. Jenis Dan Sumber Data
Penelitian dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif lebih
memusatkan perhatian pada beberapa
gejala yang mempunyai Kkarakteristik
tertentu di dalam kehidupan manusia,
yaitu variabel. Dalam pendekatan

kuantitatif, hakikat hubungan di antara
variabel-variabel  selanjutnya  akan
dianalisis dengan alat uji statistik serta
menggunakan teori yang objektif (Jaya,
2020).

Data primer yaitu sumber yang
langsung memberikan data kepada
pengumpul  data (Sugiyono, 2019).
Data primer dalam penelitian ini yaitu
jawaban responden dari kuesioner yang
disebar untuk dianalisis. Berdasarkan
pengukuran konsep nominal sikap,
metode yang digunakan  dalam
pemberian skor adalah skala likert.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah
seluruh pegawai dalam kantor Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kota Bandar Lampung yang berjumlah
193 orang pegawai terdiri dari: Pegawai
Bidang Sekretariat, Anggaran,
Akuntansi,  Perbendaharaan,  Aset
Daerah, dan Kas Daerah. Pengambilan
sampel menggunakan teknik Purposive
sampling. Purposive sampling adalah
sebuah cara untuk mendapatkan sampel
dengan memilih sampel di antara
populasi sesuai dengan  yang
dikehendaki oleh peneliti (M. Syahran,
2023). Berdasarkan kriteria
pengambilan  sampel yang telah
ditetapkan, jumlah pegawai yang
memenuhi kriteria sebanyak 54 orang,
yang terdiri atas pegawai Bidang
Akuntansi, Aset Daerah, dan Kas
Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN

Penelitian ini dianalisis
menggunakan  program  komputer

statistik SPSS versi 25 dan analisis yang
digunakan dalam penelitian adalah
sebagai berikut:

1. Uji Validitas
Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas
Variabel  Indikator  Fhiwng e <esimpulan

Akuntabilitas  APK1 0,580 0,268 Valid
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Pengelolaan ~ APK2 0,750 0,268 Valid Daerah (Y)

Keuangan = _APKS 0776 0268  Valid Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Daerah (X)  APK4 0,814 0,268 Valid ..
APK5 0,701 0,268 Valid Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji
ﬁEE? 8;1;12 gggg xa:!g reliabilitas menggunakan nilai

s s all .

APKE 0448 0268 Valid Cronbach 'A_Iphg,_ §eluruh var!abel
SAKL _ 0,705 0268 Valid dalam penelitian ini dinyatakan reliabel

Sistem SAK2 0,678 0,268 Valid ayep - - .

Akononsi | SAKS 06400268 Valid ka're.na memiliki nilai di atas _bqtas

Keuangan  SAK4 0,549 0,268 Valid minimum 0,60. Dengan demikian,

Daerah (Y) _SAK5 0480 0268  Valid seluruh instrumen pada masing-masing
SAK6 0,481 0,268 Valid . . . .
KLKL 0310 0268 Valid variabel dinyatakan reliabel digunakan
KLK2 0,285 0,268 Valid untuk penelitian,

Kualitas KLK3 0,401 0,268 Valid

Laporan KLK4 0,636 0,268 Valid .. i

Keuangan _KLK5 0546 0,268 Valid 3. Uji Normalitas

Daerah () KLK6 0,542 0,268 Valid : H H
KLK7 0,520 0,268 Valid Toabgl 4'|3K|_I|aSII UJSI Norn_:a“tas
KLKS8 0'439 0,268 Valid ne-sampile Kolmogorov-omirnov est

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25
Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji
validitas terhadap instrumen penelitian,
seluruh indikator pada ketiga variabel
memiliki nilai rhitung lebih besar dari
rtabel sebesar 0,268. Dengan demikian,
seluruh item pernyataan pada kuesioner
layak digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Unstandardize

d Residual
N 54
Normal Parameters®® Mean .000000C
Std. Deviation 1.95687877
Most Extreme Differences Absolute .082
Positive .082
Negative -.07¢
Test Statistic .082
Asymp. Sig. (2-tailed) .20C

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25
Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reliabilitas normalitas  dengan  menggunakan
Variabel Cr/fl’;?;"h otEs - Kesimpulan metode Kolmogorov-Smirnov  (K-S),
Akuntabilitas diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig.
Pengelolaan 5 74, 0,60 Reliabel 2-tailed) sebesar 0,200. Nilai ini berada
Keuangan . . .. .
Daerah (X1) di atas tingkat signifikansi 0,05,
Sistem sehingga dapat disimpulkan bahwa data
Akuntansi 0,630 0,60 Reliabel i ctribusi
Keuangan ~ , residual berdistribusi normal.
Daerah (X2)
Kualitas .. . ...
Laporan 0,855 0,60 Reliabel 4. UJ' Multikolinieritas
Keuangan
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients?
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig.  Tolerance VIF
1 (Constant) 9.595 5.004 1.917 061
APK (X1) 310 .097 370 3195 002 994 1.006
SAK (X2) 510 148 399 3.443 001 994 1.006

a. Dependent Variable: KLK (YY)

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji
multikolinieritas pada model regresi,
diperoleh nilai Tolerance untuk variabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah (X1) dan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (X2) masing-masing
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sebesar 0,994, serta nilai VIF sebesar
1,006. Nilai Tolerance 0,994 > 0,10 dan
nilai VIF 1,006 < 10,00 menunjukkan
bahwa tidak terdapat gejala
multikolinieritas di antara variabel
independen dalam model regresi.
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5. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot
Dependent Variable: KLK_Y

Regression Studentized Residual

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 4. 1 Hasil Uji
Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan hasil uji
heteroskedastisitas menggunakan
metode grafik scatterplot, terlihat

bahwa titik-titik data menyebar secara
acak di atas dan di bawah garis nol pada
sumbu Y tanpa membentuk pola
tertentu. Pola penyebaran yang tidak
teratur ini menunjukkan bahwa tidak
terdapat  gejala  heteroskedastisitas
dalam model regresi.

6. Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of Durbin-

Model R R Square Square the Estimate Watson

1 879? 773 764 2.067 2.191

a. Predictors: (Constant), SAK (X2), APK (X1)

b. Dependent Variable: KLK (Y)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Dari tabel diatas didapat nilai e. 4-dU :2,362
Durbin-Watson sebesar 2,191 dengan Berdasarkan hasil dari  uji
54 responden. Nilai dL 1,485 dan nilai autokorelasi pada tabel 4.12 dapat

dU 1,638 (tabel dw terlampir). Jadi
dapat dijelaskan nilai sebagai berikut:

dilihat bahwa dU 1,638 < dw 2,191 < 4-
dU 2,362 sehingga dapat disimpulkan

a. dw :2,191 bahwa tidak ada autokorelasi dalam
b. dL :1,485 penelitian ini.
c. dUu :1,638
d. 4-dL :2,515 7. Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta T Sig.
1 (Constant) 9.595 5.004 1.917 .061
APK (X1) 310 .097 370 3.195 .002
SAK (X2) 510 .148 .399 3.443 .001

a. Dependent Variable: KLK (YY)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25
Berdasarkan tabel 4.13 diaras
maka dapat dibuat sebuah persamaan
koefisien regresi sebagai berikut Y=
9,595 + 0,310 X1+ 0,510 Xo+ e

8. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary®
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Model R

R Square

Adjusted R Std. Error of
Square the Estimate

1 879%

173

7164 2.067

a. Predictors: (Constant), SAK (X2),APK ( X1)

b. Dependent Variable: KLK (YY)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.14,
Adjusted R Square sebesar 0,764
menunjukkan bahwa 76,4% variasi
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (YY)
dijelaskan oleh Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) dan

nilai

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
(X2), sedangkan 23,6% dipengaruhi
faktor lain di luar model.

9. Uji T (Parsial)

Tabel 4. 8 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients?

Unstandardized

Coefficients

Standardized
Coefficients

Model B Std. Error Beta T Sig.

1 (Constant) 9.595 5.004 1.917 .061
APK (X1) .310 097 370 3.195 .002
SAK (X2) 510 148 .399 3.443 .001

a. Dependent Variable: KLK (Y)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25
Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah (X1) dilihat dari nilai Thitung
3,195 > Traner 2,008 dengan tingkat
signifikan sebesar 0,002 < 0,05.
Variabel Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Daerah (Y) pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bandar
Lampung. Maka kesimpulannya H:
diterima dan Ho ditolak.

. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
(X2) dilihat dari nilai Thitung 3,443 >
Ttabel 2,008 dengan tingkat signifikan
sebesar 0,001 < 0,05. Variabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
secara parsial berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Daerah (YY) pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung. Maka
kesimpulannya Hi diterima dan Ho
ditolak.

10. Uji F (Simultan)

Tabel 4. 9 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA?
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 137.075 2 68.538  11.974 .000°
Residual 291.906 51 5.724
Total 428.981 53

a. Dependent Variable: KLK (YY)

b. Predictors: (Constant), SAK (X2), APK (X1)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

298



COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting

Volume 8 Nomor 5, Tahun 2025
e-ISSN : 2597-5234

Berdasarkan tabel 4.16 diatas
diketahui nilai Fnitung Sebesar 11,974 dan
nilai Franel Sebesar 3,18. Karena nilai
Fhitng 11,974 > Franel 3,18 dan nilai
signifikan 0,000 < 0,05. Maka Hs
diterima dan Ho ditolak yang artinya
variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Xi) dan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah (X2)
berpengaruh positif dan signifikan
secara simultan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Daerah (Y) pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandar Lampung.

Pembahasan
Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan daerah mencakup
pelaksanaan penganggaran dan
pelaporan yang sesuai dengan ketentuan
hukum,  transparan, serta  dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ketika unsur-unsur tersebut berjalan
dengan baik, maka informasi keuangan
yang disajikan menjadi lebih valid,
relevan, dan  bermanfaat dalam
pengambilan keputusan. Tingkat
akuntabilitas  yang  tinggi  juga
mencerminkan  kepatuhan  terhadap
prinsip good governance, yang menjadi
salah satu tolok ukur keberhasilan

pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat
disimpulkan  bahwa hipotesis Hi

diterima dan Ho ditolak, yang berarti
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah secara parsial berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Daerah.
Hasil  penelitian
dengan hasil penelitian
2021) Berdasarkan uji
dilakukan,

ini sesuai
(Bambang,
yang telah
hasil yang didapat yaitu
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terdapat pengaruh positif dan signifikan
antara variabel independen akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah dengan
variabel dependen kualitas laporan
keuangan daerah, yang berarti bahwa
H1 diterima. Adanya pengaruh positif

yaitu menunjukkan bahwa antara
akuntabilitas pengelolaan  keuangan
daerah  dengan  kualitas  laporan

keuangan daerah adalah searah. Artinya,
apabila  akuntabilitas  pengelolaan
keuangan daerah semakin baik atau
meningkat, maka tingkat kualitas
laporan keuangan pada pemerintah
daerah Kabupaten Madiun juga akan
semakin tinggi dan presentase opini
wajar yang diberikan oleh BPK juga
akan ikut meningkat.

Pengaruh Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Sistem  akuntansi  keuangan
daerah  berperan  penting dalam
mencatat, mengklasifikasikan, dan
menyajikan transaksi keuangan secara
sistematis dan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Penerapan sistem yang efektif dan
konsisten akan menghasilkan informasi
keuangan yang akurat, relevan, dan
dapat dibandingkan dari waktu ke
waktu. Hal ini memudahkan pihak
internal  maupun  eksternal dalam
memahami kondisi keuangan
pemerintah daerah dan membuat
keputusan  yang  tepat.  Dengan
demikian, hipotesis H, diterima dan Ho
ditolak, yang berarti Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah  secara parsial
berpengaruh  positif dan signifikan
terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Daerah.

Hasil penelitian ini  sesuai
dengan hasil penelitian (Nadia, 2022).
Berdasarkan hasil penelitian penerapan
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sistem akuntansi keuangan daerah
berpengaruh positif terhadap kualitas
laporan keuangan daerah. Hasil tersebut
memperkuat hipotesis pertama (H1)
yang diajukan yaitu penerapan sistem
akuntansi keuangan daerah berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan
daerah. Hal ini menunjukkan bahwa

setiap kenaikan penerapan  sistem
akuntansi  keuangan daerah akan
meningkatkan kualitas laporan

keuangan daerah atau dengan kata lain
jika pencatatan, penggolongan dan
pengikhtisaran, serta pelaporan
meningkat, maka kualitas laporan
keuangan daerah akan semakin baik
seiring dengan peningkatan tersebut.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Daerah Dan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah
Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung

Berdasarkan  hasil  analisis
regresi berganda secara simultan, dapat
disimpulkan bahwa variabel

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah secara bersama-sama
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Daerah pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandar Lampung. Dengan
demikian Hz diterima dan Ho ditolak.
Jika akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah dan sistem akuntansi keuangan
daerah meningkat secara bersamaan,
maka kualitas laporan  keuangan
pemerintah daerah akan semakin baik.
Hal ini karena pemerintah daerah
sebagai pihak yang diberi amanah oleh
masyarakat mampu
mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan secara transparan, didukung
oleh pencatatan, penggolongan,
pengikhtisaran, dan pelaporan yang
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tertata  dengan baik, sehingga
menghasilkan laporan keuangan yang
andal, relevan, dan dapat dipercaya.
Hasil penelitian ini  sesuai
dengan hasil penelitian (Bambang,
2021) Berdasarkan hasil analisis, dapat
disimpulkan ~ bahwa  akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah dan
sistem akuntansi keuangan daerah
berpengaruh  positif dan signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Semakin tinggi
akuntabilitas dan semakin baik sistem
akuntansi yang diterapkan, maka
kualitas laporan keuangan pun akan
meningkat. Pengelolaan keuangan yang
akuntabel mencerminkan transparansi

dan tanggung jawab, yang turut
memengaruhi kualitas serta opini BPK
atas  laporan  keuangan  daerah.

Sementara itu, sistem akuntansi yang
efektif dan sesuai prosedur mendukung
proses pencatatan dan pelaporan yang
lebih akurat dan andal. Secara simultan,
kedua faktor ini menjadi unsur penting
dalam meningkatkan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah, serta
mendukung terwujudnya tata kelola
keuangan publik yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah secara parsial berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
secara parsial juga berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

3. Secara simultan, kedua variabel,

yaitu  Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah,

berpengaruh positif dan signifikan
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terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
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